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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGAM BARAT

NOMOR I a49 - a94 TAHUN ZAfi

TENTANG

PENUI{JUKAN PUABAT DAN PELAKSANA PADA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OL7

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentr-ran Feraturan Gubemur Nrrsa Tengara Barat
Nomor 6 Tahun 2olr tentang perubahan atas peraturan
Gubenur Nusa Tenggara Barat l,romor cr6 Tahr:n 2oL2 tentang
Pedoman dan Peh:qjuk Teknis Fenlrelengaraan Sistem IaJranan
Pengadaan secara Elektnonik di Lingkungan pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, perru aituqiut pejabat dan
pelaksana pada Layanan pengadaan secara ptet<trbniL (LpsE);

b. bahwa penunjukan Pejabat dan Pelaksana pada layanan
pengadaan secara elektronik sesuaj ketenhran. peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurrrf b, perlu m"rtJtapL.n Keputtrsan
Gubernur tentang penunjukan pejabat dan pelaksana pada
layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingrmngan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2oli.

Mengingat : 1- undang-undang Nomor 64 Thhun lgsg bntang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubutc Indonesia Tahun
1958 Nomor lLs, ?ambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 16a9);

2. undang-undang Nomor 1z rahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun zdos
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2S6l;

3. undang-undang Nomor 1 Tahun z0o4 tentang Ferbendaharaan
Negara (I.embaran Negara Republilc Indoneiia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. undang-undang Nomor l l rahun zoog tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor sg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4g4g);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOq te-ntanrr Pelawqnqn prrhlilr



6. Undang-undang Nomor 29 Tahun zol4 tentang Femerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Ncmor 244, Tartbahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor g rahun 201s tentang perubahan
Kedua Atas undanpuudang Nomor 23 Tahwr zo],4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679h

7. Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2o0s tentang
Pengelol.ran Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200s Nomur r4o, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSTg);

8. Peraturan Pemerintah Nomor lg rahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL6 Nomor ll4, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S8B7);

9. Perat.rran Presiden Nomor 106 Tahun eoo7 tentang kmbaga
Kebiiakan Pengadaan BaranglJasa Femerintatr;

1o: Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2o1s tentang perubahan
Keempat atas Peraturan presiden Nomor s4 tarrun 2oLo
tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun zaC6 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l rahun 2010 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor lg rahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuanga, Daerah;

12. Peratur&n Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14Tahun zola tentang pedoman Nomenklatur peranskat
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita *"Eli"
Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 13Og); 

! e

13' Peraturan 
{enaJa -Lembaga Kebiliakan pengadaan Barang/Jasa Femer:ntah Nomor 2 Tahun 20 to tentang Layanin

Pengadaan Secara Elektronik ;
L4' Peraturan K.p{l_ lggrbasa Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah (LKpp) RI Nomor tz rarrur{zon tentang'e_
Purchasing

15. Peraturan Kepala ,Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKpp) RI Nomor 1g rahun 2oL2 tentaig
Tata Cara e-Tend.ering

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahr:n 2016 tentang Fembentui€n
dan susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa iurrggara Barat(Irmbaran Daerah provinsi Nusa Tenggara narit Tahun
2oL5 Nomor I 1, Tambahan Lembaran Daerah provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor l3a);

17' Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun zot7
tentang Perubahan atas peratrran Gubernur Nomor 6 Tahun
?912 tentang Pedoman dan petunjuk Teknis penyelengaraan
sistem l^ayanan pengadaan s€caxa Elektnonik di Lingffing;
Damarial^l^ D-^';-^: lt---^ 6---



Menetapkan

.KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSI(AN :

Menunjuk Pejabat dan pelaksana pada Laya'an pengadaan
secara Elektronik di Lingkungan pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2oL7 sebagaimana tercanttrm
dalam l",ampiran Keputusan ini.
Tlrgas dan. Itrngsi pejabat dan pelaksana sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU telah diatur dalam peraturan
Gubernur Nomor 6 Tahun zolr tentang perubatran atas
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2et2 tentang pedoman.
dan Petunjuk Teknis penyelengBaraan sistem Iayanan
Pengadaan secara Elektronik di lingkungan pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Kepr,tusan ini dibebankan pada APBD provinsi NTB Tahun
Anggaran 2ol,T yang tersedia , di Dinas Komunikasi
Informatika dan statistik pemerintah provinsi NTB.
I{eputusan Gubernur ini mulai bedak* pqdatanggat I Jar,"rari 2or1

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal p3 Maret 201?

GUBERNUR NUqA TENGGARA BARAT,

l!ilt,
H. M.ffi;MAJDT
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LAMPIRAN
KEPI'TUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR I o4g * zg4 TAHUN 2OlT
TENTANG
.PENUNJUKAN P&IABAT DAN PELAKSANA PADA I.AYENETI PENGADMN SECARAELEKTRONIK DI LINGKUNGAI{ PEMERIMAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2OI7

KEDI,IDUI(AN
DAI,.AM LPSE

NAMA/JABATAN

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Stqtistik Provinsi NTB

Kepala Bidang Persandian dan LpSE pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi NTB

Kepala Seksi LPSE di Bidang persandian dan
LPSE pada Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi NIB

Pejabat Pranata Komputer pada Dinas
Komunikasi Infromatika dan Statistik
Provinsi NTts

Koordinator
Unit PPE

Staf di Bidang Persandian dan LpSE pada
Dinas Komunikasi tnformatika dan Statistik
Provinsi NTEI

Koordinator
Unit layanan dan

Dulirungan

Koordinator
Unit Registrasi dan

Verifikaei

Staf Bidang persandian dan LPSE pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinei Mts

Staf Bidang Persandian dan LPSE pada
Dinas Komunikasi firformatika dan Statisdk
Provinsi IIITB

Pelalcsana LPSE Non ptIS Bidang persandian
dan LPSE pada Dinas Komunikasi
Informatil*a dan Statistik provinsi MIB

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

,IW,
.-*. *. ZAINT,,T MAJDI


